‘IS BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
PENGURUS CABANG KESATUAN MAHASISWA TARBIYAH ISLAMIYAH
(PC KMTI) BUKITTINGGI
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 006/HK.02/K.SB-13/06/2026
NOMOR : 02.14/PC_KMTIBUKITTINGGI/01/1448

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas, bulan Juni, tahun Dua

Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kota

Bukittinggi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ruzi Haryadi, S,Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Bukittinggi, yang
berkedudukan di Jl. Nawawi No 5
Tarok Dipo Kecamatan Guguak
Panjang, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. Muhammad Rahman : Ketua PC KMTI Bukittinggi, yang
berkedudukan di Jln. Gurun Aur
Kubang Putih, Kabupaten Agam,
Sumatera Barat selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
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PII-IAK KESATU dan PIHAK KEDUA selan_]utnya secara bersama—sama

B ‘dalam Petj]anjlan Kerjasama ini d1sebut PARA PIHAK dan secara“ : -

sendm—sendln dlsebut “PII-IAK” ‘

'1Bersepakat untuk melaksanakan Kerja Sama 7‘ dalam bentuk )

Pengembangan Pengawasan Part131pat.1f sebaga1 tmdak lan]ut dar1 Nota- -

'Kesepahaman ‘antara ‘Badan Pengawas Pemﬂlhan Umum Kota.

Buk1tt1ngg1 dan Pengurus Cabang Kesatuan Maha31swa Tarblya.h' :

Islarmyah (PC KMTI) Bulﬂtt]nggl d‘31’1gan ketentuan dan Syarat—syarat
sebagal benkut , |

. Pasall
’DEFE’MS’I.{ e

'_Scpanjang t1dak dlartlkan lam secara tegas dalam Pasal yang»

7' -{bersangkutan maka pengertlan beberapa 1st1]ah da_lam Perjanjlan Kerja o f;:

‘ ;:~“Sama ini harus dltafsukan sebaga1 berlkut ‘:‘i;_, R ,;, S

1. Pengawasan Part181pa11f adalah keterhbatan akuf masyarakat dalam ﬁ;_-'

mengawa31 seluruh tahapan penyelenggaraan Pemﬂu dan Pemﬂlhan?} '

o sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

2. Program Kerja Sama adalah” keglatan yang dﬂaksanakan PARAif R

s PIHAK berdasarkan Per_]anjlan Ke1ja Sama ini.

L Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN '

(;l.)rMaksud Peljanjlan Kerja Sama ini- adalah sebaga1 acuan bagl PARAA;Z-I

- PIHAK dalam melaksanakan smerg1 dan kolaboras1 pengembangan»':_ e

' pengawasan partls1pat1f d1 hngkunga_n PIHAK KEDUA
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(2) Tujuan _ Peljanjlan Ketja Sama 1m ada]ah mengoptlmalkan'j
penyampalan mforma31 kepada maha31swa terkalt dcngan pengawasanl: -
' part131pat1f Pemﬂu dan Pemlhhan pemahaman demokra81 dan
kepemﬂuan mendukung terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yangj
demokratls jujur dan adil, serta membangun budaya pengawasanl'

_yang aktif, “kritis dan- bertanggung Jawab

- Pasal 3
;,izUANG LINGKUP". '

Ruang lingkup Kelja Sama yang d1atur dalam Perjan_uan Kerja Sama ini
mehputl ' '
a. Pendldlkan pengawasan part1s1pat1f ) e
b. Sosialisasi kepemlluan dan demokra31 - L , 7
c Pelaksanaan dlSkllSl “seminar; pelat]han dan keglatan akademlk '
- lamnya : - : - ,
d Pembentukan dan penguatan kader pengawas part131pat1f 3 , R
| e. Pubhka31 dan dlsemma31 mforma81 kepemiluan; ' R
Keglatar_l lain’ yan_g dlsgpakau PARA PIHAK.

Pasal 4 -
KEWAJIBAN PARA PII-IAK

7;,'_5(1) Kewa_]lban PIHAK KESATU IR L
T a 'Memberlkan maten dan mformas1 terkalt pengawasan part1$1pauf

- b. Menyedlakan narasumber dalam keg1atan yang dlsepakatl
Memfasﬂ1tas1 keg1atan pengawasan partls1pat1f '

.O

o d. 'Menja_hn koordma81 dalam pelaksanaan keglatan ker_]a sama. - o 7 |
@ KewajlbanPIHAK KEDUA EORR ST o o
. a Mendukung pelaksanaan program pengawasan part131pat1f ‘ A .
b. Mengikutsértakan anggota -dan kader dalam keglatan ya;ng -
dlsepakatl ‘ o
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c. Membantu penyebarluasan mforma31 kepemﬂuan dan pengawasan

partls1pat1f

8 d Menlaga nama balk dan Kredlbllltas PARA pIHAK dalamf"_'_{j' smsiiE

pelaksanaan kerja sama. -

Pasal 5 .
: "HAK PARA PIHAK
(1) Hak- PIHAK KESATU

a. Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan_ V e

‘: - keglatan

b Mehbatkan anggota dan kader dalam keglatan pengawasan
part181pa‘uf : ' I - S -

el Memperoleh laporan dan masukan terkmt pelaksanaan kerjaffi -

sama; : S

d. 'Menggunakan has11 keglatan untuk kepentmgan pengawasan
: part131pat1f - - S o 2
(2) Hak PIHAK KEDUA : B o B
a. Memperoleh mformas1 dan materi .j'kepemiiﬁan’ dar1 PIHAK":'i

KESATU; - | o S
b Memperoleh kesempatan menglkutl keg1atan pemngkatan' o
‘ kapa81tas yang dlselenggarakan PIHAK KESATU S
c. Memperoleh pendampmgan dalam pelaksanaan keg1atan yang :

berkaltan dengan pengawasan part1s1pat1f . :

Pasal 6

‘ PEMBIAYAAN
Segala blaya yang tlmbul sebaga1 aklbat dan pelaksanaan Perjanjlan{f' '
sesuai tugas tanggung Jawab dan kewenangan masmg masmg PIHAK
berdasarkan Perjanjlan KE:I]a ~Sama ini rdan/ atau dari sumber-lainnya -
“yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan dan(
" ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK. '
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Pasal7 IR
JANGRAWAKTU . -

A :(1) Peljan_uan Kelja Sama ini berlaku untuk angka waktu 5i (me) tahun . =

terhltung sejak tanggal dltandatangam dan dapat dlpefpémjang atau
o d1perba.haru1 sesuai kesepakatan PARA PIHAK B LR L
o _(2) Dalam ‘hal - sa]ah -satu PIHAK berkemgmgan untuk mengakh1r1

: Peljanjmn KerJa “Sama’ ini sebelum Jangka waktu sebagalmana

dJmaksud pada ayat (1) pasal ini berakh1r> “PIHAK _,tcrsebufc ﬁWa’.jib -

membentahukan secara tertuhs kepada plhak lainnya_ »ahng lambat 30

- {tiga puluh) har1 kalender sebelum usulan pengakhlran PerJanjlan Ker_]a Ny 7' -

Sama lm

) 'i:i’f(3) Pengakhlran Perjanjlan Kerja Sama sebagajmana d1maksud pada ayat

(2) pasal ini- berlaku efektlf setelah adanya kesepakatan antara PARA '7 ] R

PIHAK

~(4) PADA PIHAK sepakat untuk mengesamplngkan Pas; : 266K1tab o
o Undang—undang Hukum Perdata terkalt syarat d1per1 ulk 1ya putusan a

o pengadllan dalam pengakhlran Peljanﬂan ~

Pasal 8»'- N __ —_ o

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ?' . SELIT

f.,,(l') Hak Kekayaan Intelektual baru yang tlmbul aklbat pelaksanaan N
- ce Peqanjlan Kerja Sama m1 menjadl n:uhk PARA PIHAK berdasarkan _r;;;_—'z

7kontr1bu31 masmg—masmg PIHAK

) (2):'Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Peqanpan KerJa S
: _Sama ini- akan menJadl milik- PIHAK yang memlhklnya dan,,olehf I
ikarenanya tldak dapat dlanggap dengan cara apapun Juga sebagal

:'mlhk PIHAK lam atau mlhk bersama dar1 PIHAK lamnya
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Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk rmenjaga kerahasiaan segaia' data,
informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan
pelaksanaan Pexjanjlan Kerja Sama 1m kecuali informasi yang 7
sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah
dlketahm oleh umum atau sepatutnya dikategorikan éebagai’
informasi yang dapat diketahui oieh masyarakat ‘luas atau

berdasarkan ketentuan pérafuran ‘perundang-undangan  tanpa
adanjra pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian
Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan
oleh ketentuan yang berlaku dan/ atau anggaran dasar masing- -
masing PIHAK 7 | |

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagannana
dimaksud pada ayat (1) pasal 1m kepada pihak lain manapun tanpa
perséetujuan tertulis dar1 PIHAK lainnya. B

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan
mengikat PARA PIHAK, mesklpun Per_]anjlan Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK 7dibebaskan dari tanggung- jawab atas kegagalan atau’
keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar
kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan'
keéalahail salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang seianjutnyén’
dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar”.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa_l ini-
meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan

nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
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: (3)\PIHAK yang- mengalami keadaan kahar harus membéﬁfahﬁkani »
- PIHAK lainnya secara lisan sesegeranya setelah ke]ad1an atau palmg -

"~ lambat dalam waktu 1x24 jam.

- (4) Segala kerug1an dan biaya yang d1ke1uarkan salah - satu PIHAK'-
sebagai -akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan: PerJan_]lan Kc:rja- f

Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

' Pasél 1 1 -
' EVALUASI

Evaluasi atas pelakéanaan Perjanjiah Kerja Sama ini wajib dﬂaksanakan B
secara periodik pahng sedikit 1 (satu) ka]1 dalam 1 (satu) tahun oleh

 PARA PIHAK.

Pasal 12 '
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

' (1) Apablla di dalam pelaksanaan Perjan_]lan Kerja Sama ini timbul

persehSJhan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesalkannya secara

musyawarah untuk mufakat.

(2} Apabila’ cara penyelesaian persehs1han sebagaumana dlmaksu d pada o
ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA

PIHAK sepakat untuk menyelesalkannya ‘melalui mediasi yaitu

PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masmg—masmg akan menunjuk

seorang wakilnya dan seorang Mediator .yang- d1tunjuk bersama oleh
PARA PIHAK - S
Pasal 13
 PERUBAHAN o
Segala perubahan, pénambahan, penghapusan pembaharuan,

dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Peljanpan Kerja
Sama ini akan dituangkan secara tertuhs dalam bentuk Amandemen
yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan baglan yang tidak

terplsahkan dari Perjanjian KerJa Sama ini. ,
' 7 PIHAKKESAT U PIHAK KEDUA 1
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Pasal 14
KORESPONDENSI
(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai
berikut:
a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
Jalan Nawawi No.5 Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang
Telp : 081385010444
Email : set.bukittinggi@bawaslu.go.id
b. PIHAK KEDUA
PENGURUS CABANG KESATUAN MAHASISWA TARBIYAH
ISLAMIYAH (PC KMTI) BUKITTINGGI

Jalan Gurun Aur Kubang Putih, Kabupaten Agam
Telp : 08116688989
Email : kmticabangbukittinggi36@gmail.com
(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana
ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja
sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan

perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
dan dibuat dalam rangka 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
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Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK




